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ABSTRAK 

Surya Fajar Sriwahyuni, Npm 1505170388. Analisis Fungsi Anggaran 

Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota 

Medan. Skripsi, S-1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2019 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Fungsi Anggaran 

Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan di Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kota Medan, apakah dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kota Medan sudah menjalankan fungsi anggaran sebagai alat 

perencanaan dan pengawasannya secara baik, serta mencari tahu faktor-faktor apa 

saja yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak BPHTB 

sesuai target yang ditetapkan oleh Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Dearah 

Kota Medan. 

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif 

dan kualitatif, penelitian ini berupa hasil wawancara dan menerima data dari 

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa data-data 

jumlah Anggaran (target) Pajak BPHTB, Realisasi penerimaan Pajak BPHTB 

sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk menganalisis serta 

membandingkan teori yang ada untuk dianalisis dan menarik kesimpulan. 

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 

2018 penerimaan BPHTB  realisasinya belum tercapai dalam dilihat besarnya 

variance (selisih) antara anggaran dan realisasi. Yang berarti perencanaan dan 

pengawasan yang di lakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kota Medan belum melakukan tindakan perbaikan secara baik untuk mencapai 

target yang telah ditentukan. Faktor penyebab belum tercapainya target yang telah 

ditentukan yaitu banyaknya transaksi yang masih dibawah NJOPTKP serta 

ketidakjujuran Wajib Pajak dalam melaporkan harga transaksi yang sebenarnya 

dilakukan di dalam akta jual beli tanah dan bangunan. 

 

Kata Kunci : Anggaran, Perencanaan, Pengawasan dan BPHTB 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Nasional di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh 

masyarakat dan Pemerintah. Peningkatan kualitas dan taraf hidup 

merupakan hasil dari pembangunan nasional yang harus dirasakan oleh 

seluruh masyarakat dan untuk merealisasikan pembangunan itu diperlukan 

dana yang sangat besar, salah satunya diperoleh dari pajak. Dengan 

demikian, penerimaan pajak bagi suatu daerah sangat penting dalamn 

menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. 

Penerimaan daerah yang berasal dari pajak derah dari waktu ke waktu 

harus senantiasa ditingkatkan dan dari besarnya penerimaan pajak dearah 

digunakan untuk membiayai pengeluaran melalui pelaksanaan wewenang 

dan tanggungjawab kepada masyarakat yaitu dengan memfasilitasi sarana 

dan prasarana publik terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan dan 

Infrastruktur umum. 

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan di Dinas Pendapatan 

Sumatera Utara, oleh karena itu memerlukan suatu anggaran atau rencana 

penerimaan pajak dari pajak daerah. Anggaran dibuat dimaksudkan 

sebagai salah satu alat perencanaan dan pengawasan sehingga realisasi 

penerimaan dari pajak daerah dapat diselesaikan dengan baik (Hanum, 

2010). Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam 

rangka meningkatkan pendapatan daerah secara optimalisasi pemungutan 
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pajak daerah dan retribusi daerah yaitu dengan cara : (1) memperluas basis 

penerimaan pajak, (2) memperkuat proses pemungutan, (3) meningkatkan 

pengawasan (4) meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya 

pemungutan, serta (5) meningkatkan kapasitas penerimaan melalui 

perencanaan yang lebih baik.  

(“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah.,” 2009) menjelaskan bahwa Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan merupakan jenis pajak yang diahlikan dari pusat ke 

daerah. Kebijakan ini mulai berlaku sejak bulan januari tahun 2011, 

dengan ini maka penerimaan dari BPHTB tidak lagi dibagi hasilnya 

dengan pemerintah pusat, namun sepenuhnya telah diserahkan kepada 

pemerintah daerah dan semua kegiatan yang berhubungan dengan BPHTB 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah (kabupaten atau kota). 

Anggaran merupakan salah satu alat ukur bagi manajemen untuk 

mencapai tujuan suatu organisasi dan tidak dapat dipisakan dari proses 

manajemen organisasi. Demikian juga, anggaran mempunyai posisi yang 

penting. Anggaran dapat diinterprestasikan sebagai paket pernyataan 

pemikiran penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi 

dalam satu atau beberapa periode mendatang. Di dalam tampilannya 

anggaran selalu menyertakan dalam data penerimaan dan pengeluaran 

yang terjadi dimasa lalu.  
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Menurut (Nafarin, 2007) mengatakan bahwa : 

Anggaran merupakan alat pengawasan (controling) pengawasan 

berati mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan 

cara: 

1) Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) 

2) Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu 

(apabila terdapat penyimpangan yang merugikan) 

Pengawasan atas suatu proses pekerjaan yang diperlukan dalam 

menafsirkan dan melaksanakan kegiatan pengawasan agar tidak terjadi 

kekeliruan. Sampai saat ini banyak para manajer atau pihak pengawas 

yang menganggap bahwa pengawasan merupakan kegiatan yang tidak 

disukai, baik bagi pihak karyawan maupun bawahan yang diawasi. 

Berdasarkan dari data Badan Pengelolaan Pajak Dan Retrisbusi 

Daerah Kota Medan target dan realisasi pajak BPHTB yang diperoleh dari 

tahun 2014-1018 menunjukan masih adanya realisasi perolehan pajak Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  yang tidak sesuai 

dengan jumlah target yang ditetapkan sebelumnya sebagaimana pada tabel 

dibawah ini : 
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Tabel 1.1 

Data Anggaran dan Realisasi BPHTB pada Badan Pengelolaan Pajak 

Dan Retribusi Daerah Kota Medan 

Tahun 2014-2018 

Tahun 

Anggaran 

Anggaran (Target) 

BPHTB 

Realisasi BPHTB % 

2014 330.000.000.000 228.392.967.245 69,21% 

2015 335.974.000.000 201.806.504.023 60,07% 

2016 336.974.000.000 265.691.151.674 78,85% 

2017 336.974.000.000 402.547.433.426 119,5% 

2018 339.974.000.000 275.741.255.103 81,11% 

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dearah Kota Medan 

Berdasarkan uraian diatas terdapat fenomena yang terjadi bahwa 

realisasi BPHTB selama 5 tahun dari tahun 2014-2018 mengalami 

penurunan. Hal ini menunjukan bahwa Badan pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kota Medan belum efektif dalam merealisasikan 

penerimaan BPHTB. Dapat dilihat target dan realisasi yang mengalami 

penurunan dari tahun 2014-2016 sedangkan di tahun 2017 mengalami 

peningkatan yang cukup baik, akan tetapi pada tahun 2018 mengalami 

penurunan kembali sehingga tidak mencapai target yang telah ditentukan 

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sebagaimana 

tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan, hal ini menunjukan 

bahwa telah terjadi penyimpangan yang merugikan dan belum ada 

tindakan perbaikan dalam perencanaan dan pengawasan yang sebenarnya 

perlu dilakukan. Melihat begitu besarnya selisih antara perencanaan 

anggaran dengan realisasi yang kurang menguntungkan, Kondisi 
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inimenunjukan bahwa anggaran belum berfungsi sebagai alat perencanaan 

dan pengawasan. 

Hal ini didukung oleh teori (Rudianto, 2013) yang menyatakan 

bahwa sebagai bagian dari fungsi perencanaan adalah anggaran yang 

merupakan rencana yang diupayakan untuk direalisasikan, sedangkan 

sebagai bagian dari pegawasan (controling), anggaran berguna sebagai alat 

penilaian seluruh kegiatan perusahaan setiap manajemen lebih baik dari 

anggaran, maka dapat dinilai bahwa anggaran sebagai alat pengawasan 

tersebut telah berhasil mencapai rencana yang telah ditetapkan. 

Menurut (Nafarin, 2007)bahwa anggaran sebagai alat perencanaan 

tertulis menuntut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran 

yang lebih nyata dalam unit dan uang. Setelah itu dilakukan pengawasan 

(controling). Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap 

pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan 

rencana (anggaran) dan melakukan tindakan perbaikan bila dipandang 

perlu (atau bila terhadap penyimpangan yang merugikan). 

Menurut dalam buku (Halim, Bawono, & Dara, 2014) 

“Kemampuan daera dalam menjalankan tugas di kategorikan efektif 

apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100 persen”. Sehingga apabila 

efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah 

semakin baik. Tidak tercapainya target penerimaan BPHTB yang telah 

ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota 

Medan  berdampak tidak baik bagi program-program pembangunan 

yangtelah direncanakan oleh pemerintah. Selain menetapkan target untuk 
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memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor BPHTB, juga diperlukan 

perencanaan dan pengawasan yang baik. 

Berdasarkan latar belakang diatas diatas, maka penulis tertarik 

untuk membahas dan menganalisa dengan melakukan penelitian dalam 

bentuk proposal dengan judul “Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat 

Perencanaan dan Pengawasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kota Medan” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas penulis mengidentifikasi masalah yaitu : 

1. Masih belum tercapainya target penerimaaan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk mencapai target yang 

ditentukan. 

2. Perencanaan yang dilakukan pada pajak BPHTB belum berjalan 

dengan baik pada tahun tertentu. 

3. Terjadi penurunan realisasi pada tahun 2014-2018 akan tetapi pada 

tahun 2017 sudah mencapai target yang di tentukan oleh BPPRD Kota 

Medan, belum melakukan tindakan perbaikan dalam melakukan 

pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. 

 

C. Rumusan Masalah 



 

 

 

 

7 

Bedasarkan latar belakang dan fenomena yang dikemukakan diatas 

maka dapat disimpulkan rumusan masalah, yaitu :  

1. Mengapa tidak tercapai realisasi penerimaan pajak BPHTB 

pada tahun 2014-2018 pada Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kota Medan ? 

2. Bagaimana fungsi anggaran sebagai alat perencanaan pajak 

BPHTB pada Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah 

Kota Medan? 

3. Bagaimana fungsi anggaran sebagai alat pengawasan 

penerimaan BPHTB pada Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kota Medan? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis mengenai : 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menyebabkan tidak 

tercapainya target penerimaan pajak BPHTB dari tahun tertentu. 

2) Menganalisis penyebab perencanaan anggaran yang tidak 

meningkat pada tahun tertentu. 

3) menganalisis fungsi anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan 

BPHTB pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota 

Medan. 

2. Manfaat Penelitian 
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Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

a. Bagi penulis, sebagai tambahan untuk mengetahui pengetahuan 

tentang penyususnan anggaran serta mengenai fungsi anggaran 

sebagai alat pengawasan BPHTB pada Badan Pengelolaan Pajak 

dan Retribusi Daerah Kota Medan. 

b. Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, 

peneliti ini diarapkan dapat berguna sebagai masukan kepada 

pihak-pihak yang terkait di pemerintahan Kota Medan  

c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi dasar acuan 

bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan 

ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Uraian Teori 

1. Anggaran  

a. Pengertian Anggaran  

“Anggaran adalah pernyataan estimasi kinerja yang akan dicapai 

selama priode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. 

Penganggaran dalam organisasi sektor publik, khususnya 

pemerintah merupakan tahapan yang cukup kompleks karena tidak 

hanya mempertimbangkan faktor ekonomi tetapi juga terdapat 

faktor sosial politik yang sangat terkenal (SINAMBELA, 2014) 

 

Menurut kutipan dalam buku (Ikhsan, Ishak, Triastuti, Dewi, & 

Alpi, 2017): 

“Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis 

yang meluputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam 

unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan 

datang”. 

Berdasarkan pernyataan diatas, definisi anggaran dapat diringkas 

menjadi : 

1) Anggaran harus bersifat formal, artinya anggaran disusun 

dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk 

tertulis. 

2) Anggaran harus bersifat sistematis, artinya anggaran disusun 

dengan berurutan dan berdasarkan logika. 

3) Suatu saat manajer diharapkan pada suatu tanggung jawab 

untuk mengambil keputusan. 
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4) Keputusan yang diambil oleh manajer tersebut merupakan 

pelaksanaan fungsi manajer dari segi perencanaan, koordinas 

dan pengawasan. 

 

b. Akuntansi Anggaran  

Akuntansi anggaran merupakan pencatatan akuntasi atas alokasi 

anggaran dan estimasi pendapatan sehubung dengan pelaksanaan APBN 

dan APBD. Akuntansi anggaran digunakan dalam organisasi sektor publik 

terkait dengan penyajian Laporan Realisasi Anggaran(LRA). LRA disusun 

berdasarkan basis kas meskipun dapat juga berbasis akrual yang bertujuan 

untuk memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. 

Perbandingan antara target yang telah disepakati antara legislative dan 

eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

c. Anggaran Sektor Publik 

Menurut dalam buku (E. N. Sari & Dkk, 2016) “Anggaran sektor 

publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan 

dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, 

belanja dan aktivitas”. 

Pengertian anggaran atau APBN menurut (Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2003, 2003) sebagai berikut : 

“Anggaran Pendapatan Belanja Negara disebut APBN adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan begara yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah selanjutnya disebut (APBD) adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintah negara yang disetuji oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”. 
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d. Fungsi Anggaran 

Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk 

membantu manjemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi 

dan pengawasan. Berikut penjelasan dari beberapa fungsi anggaran diatas : 

1) Fungsi perencanaan  

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi 

ini merupakan dasar pelaksaaan fungsi manjemen lainnya. 

Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan 

fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi pada 

masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta 

merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap 

perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.  

2) Fungsi pengawasan 

Anggaran merupakan sala satu cara mengadakan pengawasan 

dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang 

ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat 

dicapai. Dengan demikian pengawasan adalah mengevaluasi 

prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. 

3) Fungsi koordinasi 

Fungsi ini menuntut adanya keselarasan tindakan berkerja dari 

setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai 

tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk 

menciptakan adanya koordinsasi dipelukan perencanaan yang baik, 
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yang dapat menunjukan keselarasan rencana antara satu bagian 

dengan lainnya. 

e. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan 

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang 

memegang peranan penting bahkan sangat menentukan dalam mencapai 

tujuan perusahaan. Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir 

bila rencana tersebut telah ditetapkan, rencana harus diimplementasikan. 

Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana mungkin 

memerlukan modifikasi agar tetap berguna. Perencanaan yang baik dapat 

menjadi faktor kunci sukses akhir. Perencanaan harus mempertimbangkan 

kebutuhan fleksibelitas agar tujuan mampu menyesuaikan dengan kondisi 

baru secepat mungkin. 

Menurut dalam buku (Muhammad Nafarin, 2013)mengemukakan 

fungsi anggaran sebagai : 

Fungsi perencanaan anggaran merupakan alat perencanaan tertulis 

menuntut pemikiran yang diteliti dan akan memberikan gambaran yang 

lebih nyata atau jelas dalam unit dan uang. 

Menurut dalam buku (Mardiasmo, 2009)“Perencanaan adalah 

proses penentuan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya fungsi 

perencanaan, anggaran merupakan tujuan/ target yang ditetapkan untuk 

dicapai dalam periode tertentu”.  Dalam rangka pencapaian rencana jangka 

pendek (sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang), maka 
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manajemen perlu menyusun anggaran sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan. 

f. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan  

Pengawasan dalam suatu perusahaan dilakukan agar tujuan 

perusahaan dapat dicapai dan penyelewenagan dapat dihindari. Dalam 

pengawasan aktivitas perusahaan yang telah dilakukan oleh suatu unit 

usaha dalam hal yang menghasilkan sesuatu dapat dibandingkan dengan 

apa yang telah dihasilkan. Dengan adanya suatu perencanaan kita dapat 

mengtahui apakah pengkoordinasian kegiatan-kegiatan telah dapat 

menghasilkan susuatu yang baik dan memuaskan sesuai dengan waktu 

pekerja yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dengan demikian kegiatan 

dalam perusahaan harus diarahkan untuk menjamin adanya koordinasi dan 

komunitas kegiatan dari perusahaan. Jadi secara umum pengawasan berarti 

mengevaluasi pestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-

tindakan korektif, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. 

Menurut dalam buku (Handoko, 2012) “Pengawasan adalah proses 

untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi-organisasi dan 

manajemen tercapai susuai dengan yang direncanakan. 

Menurut dalam buku (Deddi Nordiawan & Dkk, 2011) Sebagai 

Alat Pengawasan Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan 

dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat 

dipertanggung jawabkan kepada publik. Tanpa anggaran pemerintah tidak 

dapat mengendalikan pembrosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak 
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berlebian jika dikatakan bahawa presiden, menteri, gubernur, bupati dan 

manajer-manajer publik lainnya dapat di kendalikan melalui anggaran. 

Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan 

(memebatasi kekuasaan) eksekutif. 

Anggaran sebagai intrumen pengawasan digunakan untuk 

mengevaluasi adanya over spending underspending, dan salah sasaran 

dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan 

prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan 

dan pelaksanaan operasional dan pelaksanaan program pemerintah. 

Menurut dalam buku (Mardiasmo, 2002) Sebagai Alat Pengawasan 

manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa 

pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. 

Selain itu, anggaran digunakan untuk memberikan informasi dam 

meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada 

korupsi dan pemborosan. 

Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan empat cara yaitu : 

1) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang 

dianggarkan. 

2) Mengitung sisi anggaran (favourble and unfovourable 

variance) 

3) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllabe) 

dan tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) 

4) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun 

berikutnya. 
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g. Tujuan Anggaran 

Anggaran mempunyai peran penting dalam kegiatan poduksi 

perusahaan menurut kutipan dalam buku (Nafarin, 2007) mengemukakan 

bahwa tujuan anggaran antara lain : 

1) Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih 

sumber dan investasi dana. 

2) Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan 

digunakan. 

3) Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi 

dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan. 

4) Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai 

hasil yang maksimal. 

5) Menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan 

anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. 

6) Menampung dan menganalisis memutuskan setiap usulan yang 

berkaitan dengan keungan. 

h. Manfaat Anggaran 

Anggaran merupakan bagian penting dari sistem pengendalian 

manajemen. Jika anggaran tersebut dikelola dengan baik maka anggaran 

dapat : 

1) Anggaran merupakan hasil dari penrencanaan, berarti anggaran 

mewakili kesepakatan negosiasi diantara peratisipasi yang 
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dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan 

dimasa yang akan datang. 

2) Anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi 

sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blue 

print aktivitas perusahaan. 

3) Anggaran meupakan alat komunikasi internal yang 

menghubungkan departemen (divisi) yang satu dengan divisi 

lainnya dalam organisasi maupun dnegan manjemen puncak. 

4) Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang 

sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang tela 

ditetapkan. 

5) Anggaran sebagi alat pengendalian yang mengarah manjemen 

untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah, al 

ini akan dapat mengarahkan manjemen untuk menentukan 

tindakan koreksi yang harus diambil.  

6) Anggaran mempengaruhi dan motivasi manajer dan karyawan 

untuk bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam 

kondisi kesesuaian tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan. 

i. Jenis-Jenis Anggaran  

Jenis anggaran dapat di bagi dua kelompok yaitu : 

1) Anggran Operasional adalah anggaran yang berisi taksiran-

taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka 

waktu tertentu diamsa yang akan datang. 
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2) Anggaran Financial adalah anggaran yang berisi taksiran-

taksiran tentang keadaan atau posisi financial perusahaan pada 

suatu saat tertentu dimasa yang akan datang. 

 

j. Prosedur Penyusunan Anggaran  

Menurut (E. Nurmala Sari, 2010) “Proses penyusunan anggaran 

merupakan proses penyusunan rencana jangka pendek, yang dalam 

perusahaan berorientasi laba, pemelihan rencana berdasarkan atas dampak 

rencana kerja tersebut terhadap laba”.  

Dalam penyusunan anggaran yang berwewenang atau bertanggung 

jawab atas penyusunan anggaran serta kegiatan pengganggaran lainnya 

adalah ditangan pemimpin tertinggi perusahaan. Penyususan anggaran 

terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, diantaranya : 

1) Harus selalu diingat bahwa anggaran merupakan bagian dari 

sistem yang lebih besar . 

2) Dalam penyususunan anggaran harus sudah ditentukan terlebih 

dahulu tujuan pokok perusahaan. 

3) Setelah ditentukan tujuan pokok perusahaan maka disusun 

beberapa alternatif program, setelah itu ditentukan program-

program mana yang paling mungkin dilaksanakan. 

4) Program pada umumnya meliputi kegiatan untuk beberapa 

tahun, oleh karna itu program harus dibagi-bagi secara tahunan. 

5) Setelah ditetapkan pembagian tersebut diterjemahkan dalam 

angka-angka pada tahun tertentu. 
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6) Bagian yang diserahi tugas mempersiapkan dan menyusun 

anggaran tersebut sangat tergantung pada struktur organisasi 

masing-masing perusahaan.  

2. Perencanaan  

a. Pengertian Perencanaan 

Perencanaan adalah proses dasar dimana manajemen memutuskan 

tujuan dan bagaimana mencapainya. Perencanaan sebagai suatu proses 

yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, rencana harus 

diimplemntasikan. Pada proses implementasi dan pengawasan, rencana-

rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna, perencanaan 

kembali kadang-kadang dapat menjadi faktor kunci pencapaian sukses 

akhir. Oleh karena itu perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan 

fleksibelitas, agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi 

baru secepat mungkin. 

b. Fungsi Perencanaan 

Adapun fungsi perencanaan sebagai berikut : 

1) Fungsi pengeorganisasian  

2) Pengarahan, dan 

3) Pengawasan sebenarnya anya melaksanakan keputusan-

keputusan perencanaan  

c. Langkah-Langkah Dalam Proses Perencanaan  

Langkah-langkah sebagi berikut : 

1) Menetapkan sasaran atau tujuan 
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Kegiatan perencanaan dimulai dengan memutuskan apa yang 

ingin dicapai organisasi. Tanpa sasaran yang jelas sumber 

daya yang dimiliki organisasi akan menyebar terlalu luas. 

2) Merumuskan posisi organisasi pada saat ini  

Jika sasaran telah ditetapkan, pimpinan harus mengetahui 

dimana saat ini organisasi berada dan untuk mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan tersebut, sumber daya apa yang dimiliki 

pada saat ini.  

3) Mengidentifikasi dan statistik  

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan 

penghambat, kekuatan dan kemudahan menuju sasaran. Perlu 

diketahui faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yang 

diperkirakan dapat membantu dan menghambat oeganisasi 

mencapi sasaran yang telah ditetapkan. 

4) Menyusun langka-langkah mengembangkan rencana untuk 

mencapai tujuan  

Langka terakhir dalam kegiatan perencanaan adalah 

mengembangkan berbagai kemungkinan alternatif atau 

langkah yang diambil untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan, mengevaluasi alternatif-alternatif dan memilih 

mana yang dianggap paling baik, cocok dan memuaskan 

diantara alternatif yang ada. 
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d. Tujuan Perencanaan  

Ada empat tujuan perencanaan  yaitu: 

1) Untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun 

karyawan non manajerial. 

2) Untuk mengurangi ketidakpastian. 

3) Untuk meminimalisir pemborosan. 

4) Untuk menetapkan tujuan dan standart yang digunakan dalam 

fungsi selanjutnya. 

e. Jenis-Jenis Perencanaan  

Ada dua jenis perencanaan, yaitu : 

1) Rencana strategic (Strategic Plans), yang didesain dan 

disusun untuk mencapai tujuan secara luas dan umum 

organisasi, yaitu mengimplementasikan misi organisasi yang 

memberikan alasan khas keberadaan organisasi. 

2) Rencana operasional (Operational Plans), yang merupakan 

rincian tentang bagaimana rencana strategi dilaksanakan dan 

dicapai dalam aktivitas seari-hari perusahaan. Dimana 

rencana operasional terdiri atas : 

a. Rencana sekali pakai (single use plans) yakni rencana 

yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak 

digunakan setelah tujuan ini tercapai. 
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b. Rencana permanen (standing plans), yakni ppendekatan-

pendekatan yang sudah di standarisasi untuk menghadapi 

situasi berulang dan dapat diramalkan sebelumnya. 

3. Pengawasan 

a. Pengertian Pegawasan 

Pengawasan bisa di definisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh 

manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, ataupun 

tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah 

kinerja sejalan dengan standar tersebut untuk mengambil tindakan 

penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia 

digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai 

tujuan.  

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-

232/PJ/2002 tentang sistem pengawasan pelaksaan pemeriksa pajak, 

menerangkan : 

1) Bahwa kegiatan pemeriksaan pajak merupakan salah satu alt 

pengawasan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan. 

2) Bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparat. 

3) Bahwa berdasarkan no. 1 dan no. 2 diatas perlu menetapkan Keputusan 

Diroktorat Jendral Pajak tentang sistem pengawasan kinerja 

pemeriksaan pajak. 
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b. Fungsi Pengawasan 

Adapun fungsi pengawasan sebagai berikut : 

1) Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif 

yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2) Untuk meneliti apaka kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. 

3) Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan 

dan proedur yang menjadi tanggung jawab. 

c. Tujuan Pengawasan 

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar 

pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur 

pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Dikutip dalam buku (Rahardjo, 2011) tujuan pengawasan yaitu 

sebagai berikut : 

1) Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana 

tersebut, kebijakan pemerintah. 

2) Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. 

3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan. 

4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa 

yang dihasilkan. 

5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin organisasi 

(pemerintah). 
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Dari defenisi diatas diambil kesimpulan bahwa tujuan pengawasan 

di instansi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut : 

1) Agar terlaksananya penyelenggaran pengelolaan keuangan daerah 

secara ekonomis, efisiensi, dan efektif. 

2) Tidak terjadi penyimpangan atau hambatan-hambatan pelaksaaan 

keuangan daerah. 

3) Terlaksananya tugas umum pemerintah dan pembangunan secara 

tertib di instansi pemerintahan. 

Berdasarkan tujuan dari pengawasan yang dikemukakan oleh para 

ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari pengawasan 

adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan 

rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna 

menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolosi dan 

nepotisme dan mengganti kegiatan dan menciptakan suatu efisien 

dankeefektivitasan dan berusaha agar apa yang direncanakan akan dapat 

menjadi kenyataan. 

 

d. Tipe-Tipe Pengawasan  

Dikutip dalam buku (Handoko, 2012) mengemukakan pengawasan 

terdapat 3 tipe sebagai berikut : 

1) Pengawasan pendahuluan (feedforward control). Pengawasan 

pendahuluan sering disebut streering control, dirancang untuk 

mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-

penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan 
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koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu 

terselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan 

agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil 

tindakan yang diperlukan sebelum masalah terjadi. Pengawasan 

ini efektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi 

akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan 

dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan 

yang diinginkan. 

2) Pengawasan current control. Pengawasan ini sering disebut 

pengawasan “ya-tidak”, screening control atau “berenti-terus”, 

dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan 

ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur 

harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu 

sebelum kegiatan-kegiatan bisa l=dilanjutkan, atau menjadi 

semacam peralatan ‘double chek’ yang lebih menjamin 

ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. 

3) Pengawasan umpan balik (feedback control). Pengawasan 

umpan balik, juga dikenal sebagai past-action control, 

mengukur hasil-hasil dari dari suatu kegiatan yang telah 

diselesaikan. 

e. Tahap-Tahap Dalam Proses Pengawasan 

Dikutip dalam buku (Handoko, 2012) mengemukakan pengawasan 

mempunyai tahap-tahap dalam proses pengawasan yaitu : 
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1) Perencanaan standar pelaksanaan  

2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan 

3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata  

4) Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standardan 

penganalisaannya penyimpangan-penyimpangan 

5) Pengambilan tindakan koreksi bila perlu 

4. Pajak 

a. Pengertian pajak 

Defenisi pajak menurut (Undang-Undang Republik Indonesia, 

1933) yang memuat secara jelas dan terstruktur yang isinya memuat 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat  1 

menuliskan “pajak merupakan sesuatu yang bersifat memaksa karena 

berdasakan pada Undang-Undang dan pajak merupakan kontribusi wajib 

dari masyarakat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat dengan wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung”. 

Defenisi Pajak yang dikemukakan dalam buku (Hanum & Dkk, 

2017)sebagai berikut : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU 

(yang dapaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik 

(Kontraprestas), yang langsung dapat ditunjukan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 
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Definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam  buku 

(Halim et al., 2014) sebagai berikut : 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

 

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran kepada 

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tindak 

mendapat prestasi kembali, yang langsung untuk ditunjuk, dan 

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. 

 

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets, pajak adalah prestasi kepada 

pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang 

dapat dipaksakan, tampak adanya kontraprestasi yang dapat 

ditunjukan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah.  

 

b. Pengelompokan Pajak 

Pajak dikelompokan menjadi tiga yang dikutip dalam buku 

(Mardiasmo, 2016) yaitu : 

1) Menurut golongannya, yang terbagi atas pajak langsung dan tidak 

langsung. 

2) Menurut sifatnya, yang terbagi atas pajak objektif dan subjektif. 

3) Menurut lembaga pemungutannya, yang terbagi atas pajak yang 

dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah. 
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c. Fungsi Pajak 

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian 

pajak dari berbagai defenisi, terlihat ada dua fungsi pajak utama menurut 

kutipan dalam buku (Ratnawati & Hernawati, 2015)yaitu sebagai berikut : 

1) Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Pungutan pajak memberikan sumbangan terbesar pada kas 

negara, yaitu kurang lebih 60%-70% pungutan pajak memenuhi 

postur APBN maka dari itu, pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran 

pembangunan. 

2) Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur 

masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di 

bidang soaial dan ekonomi. 

Contoh: 

a. Pemberikan insentif pajak (tax holiday) untuk 

mendorong peningkatan investasi dalam negeri. 

b. Pungutan pajak yang tinggi dikenakan tahap minuman 

keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras dalam 

negeri. 

c. Terdapat pengenaan tarif pajak nol persen terhadap 

ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor dalam 

negeri. 
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5. Pajak Daerah 

a. Pengertian Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah dan 

orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dan pembangunan daerah. 

Pajak daerah dapat dibagi dalam dua macam, yaitu pajak yang 

sejak semula merupakan pajak daerah (asli) dan pajak daera yang berasal 

dari penyerahan pajak-pajak negara kepada daerah seperti yang diatur 

dalam Undang-Undang perimbangan keuangan antara negara dan daerah 

(UU, 2004) dan Undang-Undang tentang penyerahan beberapa pajak 

negara kepada daerah (Republic of Indonesia, 2009) dan peraturan 

penyerahan pajak-pajak berikutnya. 

Pajak daerah dalam suatu negara merupakan hak dari daerah dimna 

pajaktersebut akan dipungut. Pajak daerah memenuhi beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah : 

1) Pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan pusat. 

2) Pajak daerah sederhana dan tidak banyak jenisnya. 

3) Biaya administrasi harus rendah. 

Adapun ciri-ciri yang menyertai pajak daerah yang dapat 

diikhtisarkan sebagai berikut : 
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1) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada 

daerah sebagai pajak daerah. 

2) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang. 

3) Pajak derah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan 

Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya. 

4) Asil pungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau tidak 

membiayai pengeluaran daerahsebagai badan hukum politik. 

b. Jenis Pajak Daerah 

Sesuai dengan pembagian administrasi daera, maka pajak daerah 

digolongkan menjadi 2 macam yaitu : 

1) Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi 

Adapun jenis pajak di dalam Provinsi terdiri dari : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor  

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d. Pajak Air Permukaan, dan 

e. Pajak Rokok 

2) Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota 

Adapun jenis pajak di dalam Kabupaten/Kota adalah : 

a. Pajak Hotel  

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 
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d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerang jalan 

f. Pajak Mineral Bukan Logan dan Bantuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Saarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan 

k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

c. Fungsi Pajak Daerah 

Sebagaimana kita ketahui pajak sangat penting perannya dalam 

pembangunan Daerah. Banyak hal yang bisa di biayai pajak seperti 

pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan sekolah, rumah sakit, 

jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS), dan sebagainya. 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang akan digunakan 

untuk modal pembangunan. Oleh karena itu pajak daerah memiliki peran 

penting dalam pembangunan suatu daerah. Fungsi pajak daerah salah 

satunya adalah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pendapatan Asli Daerah ini bisa digunakan untuk pembangunan. Juga 

anggaran rutin seperti gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sebagainya. 

Hal yang perlu dicermati adalah suatu anggaran pemerintah daerah 

dianggap sehat jika anggaran untuk pembangunan lebih tinggi dari pada 

anggaran rutin (gaji pegawai). Setiap pemerintah daerah tentuberharap bisa 
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meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD). Salah satu sektor yang bisa 

diharapkan untuk meningkatkan PAD ini adalah melalui pajak daerah. 

Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur pertumbuhan 

ekonomi. Misalnya, jika pemerintah inginmenarik penanaman modal maka 

bisa diberikan keringanan pajak untuk sektor-sektor tertentu. Dengan ini 

diharapkan akan adanya penyerapan lapangan kerja. Selain itu, pajak 

daerah juga bisa digunakan untuk kegiatan nasional dan insidental, seperti 

pendidikan untuk anak jalanan, penangan bencana, dan sebagainya. Pada 

akhirnya pajak daerah diharapkan bisa meningkatkan pemerataan disetiap 

daerah karena penyaluran pajak yang baik bisa meningkatkan kualitas 

pembangunan. 

6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

a. Pengertian BPHTB 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang telah 

diubah dengan (“Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB),” 2000) bahwa yang 

dimaksud dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang harus 

dibayar sebagai akibat dari diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan 

yang meliputi : Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, 

hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan. 
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Sesuai pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945, bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran kesejahteraan rakyat. 

Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang 

Maha Esa, disamping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan 

usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. 

Disamping itu, bangunan juga memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya. 

Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh hak  atas tanah dan 

bangunan, wajar menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya 

kepada negara melalui pembayaran pajak, yang dalam hal ini adalah Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). (Mardiasmo 2013, 

hal.359) 

Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang BPHTB adalah : 

1) Pemenuhan kewajiban BPHTB adalah berdasarkan sistem self 

assesment, yaitu Wajib Pajak menghitung dan membayar sendiri 

uatang pajaknya. 

2) Besarnya tarif yang ditetapkan 5%  (lima persen) dari Nilai Perolehan 

Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP). 

3) Agar pelaksaan Undang-Undang BPHTB dapat berlaku secara efektif, 

maka baik kepada Wajib Pajak maupun kepada pejabat-pejabat umum 

yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya, 

dikenakan sanksi menurut peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku. 
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4) Hasil penerimaan BPHTB merupakan penerimaan negara yang 

sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah, untuk 

meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan 

daerah dan dalam rangka menetapkan otonomi daerah. 

5) Semua pungutan atas perolehan hak atas dan atau bangunan diluar 

ketentuan ini tidak diperkenakan. 

Dalam pembasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 

akan dijumpai beberapa pengertian-pengertian yang suda baku. 

Pengertian-pengertian tersebut antara lain : 

1) Bea Pererolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 

adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan 

ataun bangunan. Dalam pembahasan ini, BPHTB selanjutnya 

disebut pajak. 

2) Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, adalah 

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang 

pribadi atau badan. 

3) Hak atas Tanah dan atau Bangunan, adalah hak atas tanah, 

teermasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Nomor 

16 Tahun 1986 tentang rumah Susun, dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku lainnya. 
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b. Dasar Hukum BPHTB 

Ketentuan mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) diatur dalam (Republic of Indonesia, 2009) tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pemberitahuan Direktur 

Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jendaral Pajak Nomor: 

PEM-01/PJ.09/2010tentang Pengalihan Pengelolaan Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) dinyatakan sebagai implementasi 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka : 

1) Mulai tanggal 1 Januari 2011, Pengelolaan BPHTB diahlikan dari 

Pemerintah Pusat (Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan) 

kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; 

2) Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memiliki Peraturan 

Daerah tentang BPHTB diharapkan dapat segara bekoordinasi 

dengan instansi terkait agar pelaksanaan pengelolaan BPHTB dapat 

berjalan dengan lancar; 

3) Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memiliki 

Peraturan Daerah tentang BPHTB diharapkan dapat segera 

menyelesaikan Peraturan daerah dimaksud; 

4) Apabila masih diperlukan pembahasan lebih lanjut tentang 

pelaksanaan BPHTB, pemerintah Kabupaten/Kota dapat 

bekoordinasi dengan Kantor Wilayah Dierektorat Jendral Pajak 

atau Kantor Pelayanan Pajak setempat. 
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c. Subjek dan Wajib Pajak BPHTB 

Pihak yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan 

yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Wajib Pajak Bea 

Perolehan Hak atas Tana dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan 

yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. 

d. Objek Pajak BPHTB 

1) Objek BPHTB 

Objek BPHTB adala perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

Perolehan hak atas tanah dan bangunan meluputi : 

(1) Pemindahan hak karena : 

a. Jual-beli 

b. Tukar menukar 

c. Hibah 

d. Hibah wasiat 

e. Waris 

f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya 

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 

h. Penumjukan pembelian dalam lelang 

i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap 

j. Penggabungan usaha 

k. Peleburan usaha 

l. Pemekaran usaha 
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m. Hadiah 

(2) Pemberian hak baru : 

a. Kelanjutan pelepasan hak 

b. Diluar pelepasan hak 

2) Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB 

Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak 

yang diperoleh : 

1) Perwakilan Diplomatik, Konsulat dengan asas timbal balik. 

2) Negara ungtuk penyelenggara pemerintah dan/atau pelaksanaan 

pembangunan guna kepentingan umum. 

3) Badan/Perwakilan Organisasi Internasional yang ditetapkan 

dengan keputusan mentri keuangan dengan syarat tidak 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan diluar fungsi dan 

tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. 

4) Orang pribadi atau badan karena konversi hak ataur peaturan 

hukum lain tanpa perubahan nama. 

5) Orang pribadi atau badan karena wakaf. 

6) Orang pribadi atau badan karena kepentingan ibadah. 

e. Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak BPHTB 

1) Tarif PajakBPHTB 

Berdasarkan (Republic of Indonesia, 2009) “Tarif Pajak BPHTB 

ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dan ditetapkan dengan peraturan 

daerah kabupaten atau kota yang besangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk 
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memberi keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk 

menetepkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-

masing dengan kabupaten/kota. Dengan demikian setiap daerah 

kabupaten/kota diberi kewenangan untuk mendapatkan besarnya tarif 

pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak 

lebih dari 5%. 

Dalam transaksi jual beli tanah, baik penjual maupun pembeli 

dikenakan pajak. Untuk penjual, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). 

Dasar hukum pengenaan PPh untuk penjual tanah adalah pasal 1 ayat (1) 

dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak 

Penghasilan atas Tanah dan/atau Bangunan , dan Perjanjian Peningkatan 

Jual Beli atas Tana dan/atau Bangunan (PP 34/2016). 

Besarnya pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan 

bangunan adalah 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah 

dan bangunan. Nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam 

hal jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewah, selain 

pengalihan hak kepada pemerintah dan pengalihan hak sesuai dengan 

peraturan lelang adalah nilai yangb sesungguhnya diterima atau diperoleh. 

Sementara untuk pembeli dikenakan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu pajak yang dikenakan atas 

perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal ini disarkan pada Pasal 85 

ayat (1) dan ayat (2) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU28/2009). Yang 

mengatur bahwa yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tana 
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dan bangunan. Perolehan hak atas tana dan bangunan tersebut salah 

satunya meliputi pemindahan hak karena jual beli. Tarif BPHTB 

ditetapkan paling tinggi 5% yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah.  

2) Perhitungan BPHTB 

Besaran pokok pajak BPHTB yang terutang di hitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi 

NPOPTKP. Secara umum perhitungan BPHTB adalah sessuai dengan 

rumus berikut : 

Pajak Terutang  = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak  

= Tarif Pajak x (NPOP-NPOPTKP) 

apabila NPOP tidak diketahui atau lebih kecil dari pada NJOP, 

maka perhitungan BPHTB adalah sebagai berikut : 

Pajak Terutang  = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak  

   = Tarif Pajak x (NJOP – NPOPTKP) 

f. Jenis-Jenis Hak atas Tanah 

Diatur dalam (“Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun,” 

1960) mengatur tentang jenis-jenis hak atas tanah yaitu : 

1) Hak Milik, yaitu hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang 

dapat dipunyai orang pribadi atau badan hukum tertentu yang 

ditetapkan oleh pemerintah; 

2) Hak Guna Usaha, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang 

dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana 

yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku; 
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3) Hak Guna Bangunan, adalah hak untuk mendirikan dan 

mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri 

dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok agraria; 

4) Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, adalah hak milik atas satuan 

yang bersifat bagian bersama benda bersama, tana bersama yang 

semunya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

satuan yang bersangkutan; 

5) Hak Pakai, adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut 

hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah 

milik orang lain sesuai dengan perjanjian, yang bukan perjanjian 

sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tana sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

6) Hak Pengelolaan, yaitu hak menguasai dari negara yang 

kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 

pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan 

penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan 

tugasnya, penyerahan bagian dari tanah tersebut kepada pihak 

ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. 
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g. Hak-Hak Wajib Pajak Pada Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB) 

1) Keberatan 

a. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu : 

(1) Surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan. 

(2) Surat ketetpan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan Kurang Bayar (SKBKB). 

(3) Surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT). 

(4) Surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan Lebih Bayar (SKBLB). 

(5) Surat ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan Nihil (SKBN). 

(6) Pemotongan atau pemungutan oleh ketiga berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daera yang 

berlaku. 

b. Dalam mengajukan keberatan wajib pajak harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

(1) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 
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(2) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas 

ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat 

membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut. 

c. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 

3 bulan sejak diterimanya surat Ketetpan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kurang bayar 

tambahan, surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB) Nihil oleh Wajib Pajak, kecuali 

apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka 

waktu itu tidak dapat menunjukan jangka waktu itu tidak 

dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

d. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan yang 

sebagaimana dimaksud diatas tidak dianggap sebagai Surat 

Keberatan sehingga tidak di pertimbangkan. 

e. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 

pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

f. Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 12 bulan 

sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan 

keputusan atas keberatan yang diajukan. 

g. Sebelum Surat Keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat 

menyampaikan bukti tambahan atau penjelasan tertulis. 
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h. Keputusan Kepala Daerah atas keeberatan dapat berupa 

mengabulkan seluruhnya, atau sebagainya, menolak atau 

menambah besarnya jumlah pajak yang terutang. 

i. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah lewat dan 

kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan 

yang diajukan tersebut dianggap diterima. 

2) Banding 

a. Wajib pajak dapat menjukan permohonan banding hanya 

kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan 

mengenai keberatannya yang ditetapkan kepala daerah. 

b. Permohonan sebagaimana dimaksudkan diatas diajukan 

secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai 

alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 

bulan sejak keputusan keberatan diteima, dilampiri, salinan 

dari surat tersebut. 

c. Pengajuan permohonan banding tidak diterima menunda 

kewajiban membayar pajak dan pelaksaan penagihan pajak. 

d. Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding 

dikabulkan sebagian atau selurunya, kelebihan pembayaran 

pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 

sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 

bulan dihitung sejak tanggal pembayran yang menyebabkan 

kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkan 

keputusan keberatan atau keputusan Banding. 
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3) Pengurangan  

Atas permohonan wajib pajak, pengurangan pajak yang terutang 

dapat diberikan karena : 

a. Kondisi tertentu wajib pajak, yang berhubungan dengan objek 

pajak. 

Contoh : 

(1) Wajib Pajak tidak mampu secara ekonomis yang 

memproleh hak baru melalui program pemerintah dibidang 

pertanahan. 

(2) Wajib Pajak Orang Pribadi menerima hibah dari orang 

pribadi yang mempunya hubungan keluarga  

b. Kondisi Wajib Pajak yang hubungannya dengan sebab-sebab 

tertentu. 

(1) Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah meliputi 

pembelian dai asil ganti ruginya dibawah Nilai Jual Objek 

Pajak. 

(2) Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai 

pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah 

untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan 

kusus. 

(3) Wajib pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan 

mpneter yang berdampak luas pada kehidupan 

perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus 
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melakukan rekonstrukturalisasi usaha dan atau utang usaha 

sesuai kebijakan pemerintah. 

c. Tanah dan atau bangunan digunakan semata-mata untuk 

kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak 

untukn mencari keuntungan. 

h. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Wajib pajak mengajukan usul permohonan pengembalian atas 

kelebihan pembayaran pajak kepada Direktur Jendral Pajak (DJP), antara 

lain berupa : 

a. pajak yang dibayar lebih besar dari pada seharusnya terutang. 

b. Pajak yang terutang yang dibayarkan oleh wajib pajak sebelum 

akta ditandatangani, namun perolehan hak atas tanah atau 

bangunan tersebut batal. 

Berdasarkan kondisi diatas msks pengembalian kelebihan 

pembayaran dapat diberikan karena : 

a. Pengajuan permohonan pengurangan yang dikabulkan baik 

sebagian atau selurunya. 

b. Pengajuan keberatan atau banding yang dikabulkan baik 

sebagian atau seluruhnya, maka jumlah pengembalian akan 

ditambahkan bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan. 

c. Pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya terutang 

atau suda terlanjur bayar tetapi proses perolehan haknya 
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dibatlakan, maka terlebih dahulu akan dilakukan proses 

pemeriksaan (pasal 22) jumlah pengembalian akan 

ditambahkan bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan apabila 

pengembalian telah lewat 2 bulan. 

d. Perubahan peraturan perundang-undangan 

Pengajuan permohonan pengembalian atas kelebihan 

pembayaran pajak tersebut diajukan oleh wajib pajak ke Dirjen 

Pajak. Kemudian Dirjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 

12 bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan 

keputusan memberikan keputusan. Terhadap pengembalian 

pajak tersebut wajib pajak dapat melakukan restitusi atau 

kopensasi. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan pihak lain yang dapat 

digunakan sebagai tambahan referensi dan untuk menjadikan bahan 

perbandingan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Judul Penelitian Teknik 

Analisis 

Data 

Hasil Penelitian 

1. Desi Khairani 

Tanjung 

(2010) 

Analisis Anggaran Pajak 

Daerah Sebegai Alat 

Pengawasan Pada Dinas 

Pendapatan Provinsi 

Sumatera Utara 

Analisis 

Deskriptif 

Dari hasil penelitian tersebut 

maka akan tampak kelemahan 

dan kekuatan yang dimiliki 

organisasi dan menjadi masukan 

bagi pihak manajemen untuk 

mengambil tindakan selanjutnya 

yang sekaligus menjadi bahan 

masukan untuk menyusun 

anggaran peiode berikutnya 

2 Sofia L 

Pakpahan 

(2007) 

Fungsi Anggaran Sebagai 

Alat Perencanaan dan 

Pengawasan Pada PT 

(persero) Pelabuhan 

Indonesia I Medan 

Analisis 

Deskriptif 

Dari hasil penelitian yang 

dilakukan perbandingan antara 

anggaran dengan realisasi dan 

kemudian akan didapatkan 

penyimpangan-penyimpangan 

baik yang merugikan maupun 

yang menguntungkan. 

3 Melsa Rosita 

((2013) 

Analisis Pengawasan 

Pajak Intern Pajak 

Pertambagan Nilai Pada 

KPP Pratama Medan 

Binjai 

Analisis 

Deskriptif 

Hasil penelitian menunjukan 

pegawasan Intern telah berjalan 

dengan baik di KPP Pratama 

Medan Binjai. 

4 Diana Chairia 

Rein 

(2016) 

Analisis Efektivitas 

Pengawasan Penerimaan 

Pajak Hotel Pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kota 

Medan 

Analisis 

Deskriptif 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa 

pengawasan penerimaan dalam 

pelaksanaannya kurang efektif, 

sehingga menimbulkan realisasi 

tidak mencapai target yang telah 

ditentukan pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Medan. 

5 Derry 

persaulian 

(2014) 

Analisis Pengawasan 

Penerimaan Pajak 

Restoran Studi Kasus 

Dispenda Kota Medan 

Analisis 

Deskriptif 

Anggaran yang dibuat oleh 

dispenda Kota Medan belum 

berfungsi baik sebagai 

pengawasan karena masih 

rendahnya target dan realisasi 
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C. Kerangka Berfikir 

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 

merupakan suatu instansi pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah 

dan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Salah satu penerimaan dan 

pendapatan daerah tersebut yaitu diperoleh dari pajak Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan. Pajak BPHTB adalah pajak yang terutang yang 

harus dibayar oleh pihak yang memperoleh suatu hak atas tanah dan 

bangunan yang merupakan penetapan peran dalam usaha pencapaian 

sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. 

Perencanaan anggaran BPHTB dapat berjalan dengan baik jika 

pengambilan keputusan tentang sasaran dan tujuan yang ingin di capai, 

Dengan adanya anggaran dibuat digunakan untuk mengawasi penerimaan 

pajak salah satunya adalah BPHTB. 

Sehingga anggaran tersebut dapat mengevaluasi atas pelaksanaan 

pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana 

(anggaran), maka harus adanya pengawasan di dalam BPHTB yang 

bertujuan untuk membandingakan anggaran dengan realisasinya. 

Dari perbandingan tersebut dapat diketahui sebab-sebab terjadinya 

Variance (selisih) antara anggaran dan realisasi seingga dalam hal ini 

pengawasan perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya 

penyimpangan agar penerimaan BPHTB sesuai dengan target. 

Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba untuk membuat skema 

kerangka berfikir yang menjadi objek dalam penelitian ini : 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitianyang digunakan adalah pendekatan deskriptif, 

yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada 

secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang dikumpulkan 

dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan berdasarkan teori sehingga 

pada akhirnya menghasilkan kesimpulan. 

 

B. Defenisi Operasional 

Adapun defenisi operasional penelitian ini merupakan acauan dari 

landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana 

antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan 

sehingga penelitian dapat disussuaikan dengan yang dinginkan. Adapun 

yang menjadi definisi operasionalnya : 

1) Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan, Anggaran berfungsi 

sebagai alat perencanaan pada waktu menyusun program kerja yang 

disusun berdasarkan asumsi perencanaan. Anggaran yang telah 

disusun menjadi pedoman kerja atau standart bagi perusahaan. 

Apabila terjadi penyimpangan haruslah diselidiki penyebab 

penyimpangan tersebut dan segera dilakukan tindakan perbaikan. 
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2) Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan, Proses pengukuran dan 

pengevaluasian kinerja aktual dari setiap bagian dalam suatu 

perusahaan, dan kemudian melaksanakan tindakan perbaikan apabila 

diperlukan. Untuk mengetahui apakah rencana yang telah ditetapkan 

dijalankan dengan semestinya, maka dibutuhkan suatu pengawasan.  

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1) Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kota Medan yang merupakan Dinas Pemerintah yang 

berwenang mengelola perpajakan daerah. Lokasi penelitian ini di Jl. 

Jendaral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Medan 

2) Waktu Penelitian  

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan April 2019 s/d Oktober 

2019 
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Tabel III.1 

Waktu Penelitian 

 

Kegiatan Des Jan Feb Maret-

Agt 

Sept-

Oktober 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengumpulan Data                     

Pengajuan Judul                     

Penyusunan 

Proposal 

                    

Bimbingan Proposal                     

Seminar Proposal                     

Penulisan Skripsi                     

Bimbingan Skripsi                     

Sidang Meja Hijau                     

D. Jenis dan Sumber Data 

1) Jenis Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang diambil adalah yang bersifat 

kuantitatif dan kualitatif. 

a. Data Kuantitatif yaitu data-data yang berwujud angka-angka 

tertentu yang dioperasikan secara matematis (Juliandi, Irfan, & 

Manurung, 2015). Dalam penelitian ini data kuantitatif yang 

digunakan adalah data berupa target dan realisasi pajak Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pengelolaan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. 
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b. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala 

numerik atau data yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Data 

yang berupa wawancara dengan staff di Badan Pengelolaan Pajak 

dan Retribusi Daerah Kota Medan. 

2) Sumber Data 

Data penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data 

primer sumber data sekunder, penelituan ini menggunakan dua sumber 

data yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer, yaitu data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri 

(bukan oleh orang lain) dari sumber utama guna kepentingan 

penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada (Juliandi et 

al., 2015).Data yang diperoleh secara langsung dari Badan 

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Cara 

pengumpulan data ini dengan wawancara langsung ditempat 

penelitian. 

b. Data sekunder  

Data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia yang dikutip oleh 

peneliti guna kepentingan penelitiannya (Juliandi et al., 

2015).Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari 

data dokumentasi yaitu jumlah hasil dari target, realisasi pajak 

BPHTB di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota 

Medan. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara : 

1) Dokumentasi 

Yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data 

dan merangkum data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kota Medan. 

2) Wawancara  

Yaitu dengan bertanya kepada salah satu pegawai yang ada di 

perusahaan yang diteliti. 

 

Tabel III.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

No Pertanyaan Butiran 

1 Tentang Pajak BPHTB 1,2,3,4 

2 
Tentang siapa yang menentukan dan proses penyusunan 

anggran 

5,6 

3 Tentang perencanaan penerimaan Pajak BPHTB 7 

4 Tentang pengawasan penerimaan Pajak BPHTB 8,9 

5 
Upaya yang dilakukan BPPRD Kota Medan dalam 

meningkatkan penerimaan Pajak BPHTB 

10 
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3) Observasi 

Yaitu suatu teknik dengan mengumpulkan data secara langsung dan 

melakukan pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan Pajak 

BPHTB. 

 

F. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis 

deskriptif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, 

mengklarifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Adapun 

tahapan dari analisa data sebagai berikut : 

1) Mengumpulkan data Target dan Realisasi penerimaan pajak BPHTB 

dari tahun 2014-2018 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kota Medan. 

2) Melakukan Perencanaan Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan. 

3) Membandingkan Anggaran dan Realisasi. 

4) Dari perbandingan tersebut dapat diketahui sebab-sebab terjadinya 

Variance (selisih). 

5) Menganalisis dan mencari penyebab tidak tercapainya fungsi 

anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan pajak BPHTB 

pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. 

6) Membuat kesimpulan. 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data Penelitian 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kota Medan khususnya tentang Pajak Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) baik berdasarkan dokumentasi, 

wawancara, dan observasi, penulis menemukan beberapa masalah yang 

harus diteliti yaitu terdapat kendala-kendala dan penyimpangan dalam 

pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengawasan dalam penerimaan Pajak 

BPHTB. 

1) Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB Pada 

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang 

membuat anggaran target tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) Kota Medan melihat pertumbuhan dan 

Perkembangan dan melihat anggaran tahun lalu dan pendapatan 

penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tahun 

sebelumnya, setelah itu disetujui DPR. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Badan 

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diperoleh data 

berupa target dan realisasi pendapatan daerah Kota Medan selama 5 
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Tahun. Khususnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) pada tabel IV.1  dibawah ini : 

Tabel IV.1 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB Pada Badan Pengelolaan 

Pajak dan Retribusi Daera Kota Medan 

Tahun 2014-2018 

 

Tahun 
Anggaran (Target) 

BPHTB 
Realisasi BPHTB % 

2014 330.000.000.000 228.392.967.245 69,21% 

2015 335.974.000.000 201.806.504.023 60,07% 

2016 336.974.000.000 265.691.151.674 78,85% 

2017 336.974.000.000 402.547.433.426 119,5% 

2018 339.974.000.000 275.741.255.103 81,11% 

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 

 

Dari tabel diatas maka dapat diketahui realisasi Pajak BPHTB pada 

tahun 2014 Rp. 228.392.967.245 dari target yang telah ditentukan sebesar 

Rp. 330.000.000.000, tahun 2015 yang terealisasikan Rp. 201.806.504.023 

dari target pajak yang ditetapkan Rp. 335.974.000.000, adapula pada tahun 

2016 target dinaikkan dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 336.974.000.000 

namun yang terealisasikan hanya sebesar Rp. 265.691.151.674, pada tahun 

2017 target ditetatpkan sama dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 

336.974.000.000 dan bershasil terealisasikan sebesar Rp. 402.547.433.426, 

dan tahun 2018 terget dinaikkan sebesar Rp. 339.974.000.000 dari target 

sebelumnya tetapi yang terealisasikan hanya sebesar Rp. 275.741.255.103. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kota Medan dapat simpulakan bahwa pada tahun 
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anggaran 2014 sampai pada tahun anggaran 2018 penerimaan pajak 

BPHTB realisasinya tidak tercapai. Artinya perencanaan dan pengawasan 

Pajak BPHTB yang di lakukan oleh Badan Pengelolaaan Pajak Dan 

Retribusi Daerah Kota Medan masih belum berfungsi baik dalam 

melakukan perencanaan dan pengawasan tersebut. 

a. Proses Pengajuan Anggaran yang di buat oleh Badan 

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 

Adapun proses pengajuan anggaran yang dibuat oleh Badan 

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebelum menentukan 

target anggaran pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota 

Medan melakukan analisis mengenai potensi penerimaan pajak BPHTB 

tahun berikutnya setelah mendapatkan hasil, pihak Badan Pengelolaan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan pertemuan dengan 

pihak Pemko Medan. Pemko Medan yang membuat anggaran target pajak 

BPHTB dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan pajak BPHTB di 

Kota Medan dan melihat anggaran tahun sebelumnya dan pendapatan 

penerimaan pajak BPHTB tahun lalu, setelah itu disetujui oleh DPRD. 

b. Pemungutan Pajak BPHTB Pada Badan Pengelolaan Pajak 

dan Retribusi Daerah Kota Medan 

Pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) mencakup seluruh rangkaian proses yang harus 

dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan 

BPHTB. Prosedur pemungutan BPHTB sebagi berikut : 
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1. Pembayaran BPHTB 

Wajib pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan 

menggunakan SSPD BPHTB. Pembayaran dilakukan oleh Wajib 

Pajak melalui bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara 

penerimaan pada DPPKAD untuk disetorkan ke atas daerah hari 

kerja berikutnya. 

2. Penelitian SSPD BPHTB 

Pembayaran BPHTB diteliti oleh petugas dan pemeriksaan pajak 

pada DPPKAD. Penelitian SSPD BPHTB dilakukan oleh petugas 

penilai dan pemeriksa pajak daerah pada seksi pendataan, 

pendaftaran, penerapan dan penagihan atas kebenaran dan 

kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya. 

3. Pelaporan BPHTB  

Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang 

realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari pendapatan asli 

daerah. Bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara 

penerimaan menyiapkan laporan BPHTB berdasarkan pembayaran 

langsung, bukti rekening koran dari bank yang ditunjuk. 

4. Penagihan BPHTB  

Penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum 

dibayar oleh Wajib Pajak. Penagihan dilaksanakan melalui 

penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) 
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BPHTB. STPD dan/atau SKPD jika telah jatuh tempo tidak dibayar 

akan diterbitkan surat teguran atau surat paksa. 

5. Pengurangan BPHTB 

Pengurangan BPHTB dilakukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan 

kepada petugas pelayanan untuk diteliti. 

6. Pengembalian BPHTB 

Wajib Pajak mengajukan pemngembalian atas kelebihan 

pembayaran BPHTB. 

Pemungutan dilakukan dengan menggunakan Self Assesment System 

yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan 

melaporkan jumlah pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SBB) serta melaporkannya 

tanpa mendasarkan pada surat ketetapan pajak. Dalam pemungutannya, 

pembayarannya dapat melalui Bank yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 

Kota Medan yaitu Bank SUMUT. Dalam pelaksanaan pemungutannya, 

semua sistem dan prosedur pemungutan telah berjalan cukup baik karena 

ada satu prosedur yang kurang sesuai dengan yaitu prosedur pembayaran 

tetapi tidak terlalu berpengaru terhadap penerimaan pemungutan. Namun 

secara keseluruhan telah sesuai dengan Peraturan Daerah. 

Dalam proses pemungutan pajak BPHTB yang dilakukan Badan 

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daearh Kota Medan mengacu pada 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011. Berdasarkan wawancara dengan 

staff Bidang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
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diketahui bahwa sistem pemungutan pajak BPHTB di Kota Medan hanya 

menerapkan satu sistem dalam pemungutan pajaknya. Pajak BPHTB 

menggunakan self assesment system yang artinya Wajib Pajak dapat 

Menghitung, Membayar, dan Melaporkan jumlah pajak yang terutang secara 

langsung. Pokok-pokok aturan ini mengenai hal al seperti : 

Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

dipungut pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan tarif 

5% dari NJOP/harga pasar/harga lelang. 

a. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan meliputi pemindahan 

hak karena : 

1. Jual beli 

2. Tukar menukar  

3. Hibah  

4. Hibah wasiat  

5. Waris  

6. Pemisahan dalam perseroan atau badan hukum lain 

7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan  

8. Penunjukan pembeli dalam lelang  

9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap  

10. Pegabungan usaha 

11. Peleburan usaha  

12. Pemekaran usaha  

13. Hadiah 
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14. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau 

diluar pelepasan hak 

b. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

adalah nilai perolehan objek pajak. 

c. Bila nilai objek pajak lebih rendah dari NJOP PBB maka yang 

dipakai sebagai perhitungan BPHTB adalah NJOP PBB, begitu 

juga bila NJOP PBB lebih rendah maka nilai perolehan objek 

pajak maka yang dipakai adalah nilai perolehan objek pajak. 

d. Subjek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas 

tanah dan bangunan. 

e. Wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas 

tanah dan bangunan. 

Hambatan yang timbul dalam pemungutan pajak BPHTB yang 

dilakukan masyarakat dalam melakukan kewajibannya antara lain sebagai 

berikut : 

1. Dari pihak wajib pajak itu sendiri 

2. Sumber Daya Manusia 

3. Kurangnya informasi dan komunikasi tentang perpajakan daerah 

kepada masyarakat 

4. Banyaknya transaksi di Kota Medan masih di bawah NJOPTKP 

sehingga pembayaran BPHTB nihil 



 

 

 

 

63 

5. Pengaruh nasional (lesunya tingkat jual property di masyarakat) 

2) Proses Penyusunan Perencanaan Terhadap Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada Badan Pengelolaan 

Pajak dan Retribusi Daera Kota Medan 

Setiap perusahan harus membuat suatu perencanaan yang 

merupakan proses untuk menetukan tujuan organisasi yang akan dicapai 

dalam jangka waktu pendek atau jangka panjang yang dipakai sebagai 

dasar untuk mengendalikan perusahaan. Perencanaan ini dilakukan terus-

menerus karena dengan berlalunya waktu, perusahan perlu melaksankan 

perencanaan kembali dan mebuat rencana-rencana baru. 

Ada empat langkah dalam penyusunan perencanaan yang di lakukan 

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Menetapkan tujuan  

Perencanaan berawal dari keputusan mengenai apa yang diinginkan 

atau yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Tanpa rumusan 

yang jelas, maka perusahaan akan menggunakan sumber dayanya 

secara tidak efektif. 

2. Menentukan situasi sekarang  

Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang 

hendak dicapai sangat penting agar rencana dapat dirumuskan 

sesuai dengan kondisi perusahaan. 
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3. Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan  

Segala kemudahan dan hambatan dalam mencapai tujuan harus 

diidentifikasi dengan memperlihatkan faktor intern dan ekstren 

peusahaan. Walaupun sulit, hal tersebut merupakan bagian penting 

dari perusahaan. 

4. Mengembangkan serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan  

Langkah terakhir dalam proses perencanaan adalah 

mengembangkan berbagai alternatif tindakan, mengevaluasi 

alternatif-alternatif ini dan memilih alternatif yang paling cocok.  

3) Proses Pengawasan Terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kota Medan 

Pengawasan merupakan usaha yang ditempuh agar dapat mencapai 

rencana yang telah disusun sebelumnya, pengawasan anggaran tersebut 

akan dijadikan tolak ukur yang akan membandingkan realisasi yang 

dicapai dalam penerimaan BPHTB tersebut, kemudian perbandingan ini 

akan digunakan untuk menilai apakah penerimaan BPHTB telah berjalan 

dengan baik atau tidak.  

Adapun proses pengawasan yang ditetapkan oleh Badan 

pengelolaan Pajak dan Retibusi Daerah Kota Medan sebagi berikut : 

1. Menentukan target penerimaan BPHTB dengan cara membuat 

perhitungan potensi BPHTB untuk tahun berikutnya berdasarkan 

penerimaan BPHTB tahun lalu dan dengan memperhitungkan 
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perkembangan atau pembangunan yang ada untuk besaran target 

pajak yang ditetapkan oleh DPRD. 

2. Penentuan pengukuran pelaksaan kegiatan pemeriksaan 

pemungutan pajak BPHTB. 

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan penjagaan tehadap wajib pajak 

dengan terjun langsung kelapangan. Melaksanakan kegiatan 

nyata dengan mengadakan mapping terhadap seluruh wajib pajak 

BPHTB yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan 

pembayaran pajaknya. 

4. Membandingkan kegiatan penjagaan dan menganalisis 

pemeriksaan dengan target yang telah ditetapkan dan 

menganalisis penyimpangan yang terjadi. 

Maka dapat dilihat penyimpangan yang terjadi yang menyebabkan 

terget tidak tercapai hal tersebut dikarenakan masih kurangnya tenaga ahli 

dalam pengelolaan dan pemungutan BPHTB dan juga kurangnya 

kesadaran dari pengusaha property dalam hal pelaporan transaksi jual beli 

tanah dan bangunan. 

Untuk mengatasi penyimpangan dan kendala yang terjadi Badan 

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan meningkatkan 

pengawasan diantaranya : 

1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 

melalui 7 UPT akan  menungkatkan pengawasan terhadap setiap 

wajib pajak yang beroperasi di Kota Medan. 
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2. Bekerjasama dengan pihak lain yaitu dengan unsur penegak 

hukum untuk menindak para wajib pajak yang mencoba 

menghindar dari kewajibannya dengan membeikan dokumen 

yang berkaitan kepada pihak TNI, Polri dan kejaksaan agar 

mereka segera melaporkan kewajibannya. 

3. Membentuk tim pembantu yang berfungsi untuk meningkatkan 

pembayaran pajak. Tim pemantau ini akan menghimbau setiap 

wajib pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan untuk 

meningkatkan pembayaran rutin SPTPD sesuai dengan hasil 

pemeriksaan. 

4. Membentuk tim terpadu penegak peraturan daerah terhdap tempat 

usaha dalam rangka peningkatan pendapatan asali daerah Kota 

Medan tahun anggaran 2017. Tim ini bertugas meneliti izin usaha 

yang dimiliki oleh usaha perseorangan dan badan usaha, meneliti 

dan memeiksa surat/kwitansi pembayaran pajak/ retribusi kepada 

pemilik usaha apakah telah membayar atau terdapat tunggakan 

atau penyimpangan yang telah dilakukan oleh usaha perseorangan 

atau badan usaha yang tidak melunasi/ adanya tunggakan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 
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B. Pembahasan  

1.  Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB Pada Badan 

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 

Berdasarkan penelitian yang diteliti dari Badan Pengelolaan Pajak 

dan Retribusi Daerah Kota Medan diperoleh data berupa tabel Target dan 

Realisasi pendapatan daerah Kota Medan selama 5 tahun khususnya pajak 

BPHTB. 

Perhitungan penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) sebagai berikut : 

Tabel IV.2 

Target dan Realisasi Pajak BPHTB Pada Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kota Medan 

Tahun 2014-2018 

Tahun 
Anggaran 

(Target) BPHTB 
Selisih Realisasi BPHTB % 

2014 330.000.000.000 (101.607.032.755) 228.392.967.245 69,21% 

2015 335.974.000.000 (134.167.495.977) 201.806.504.023 60,07% 

2016 336.974.000.000 (71.281.848.326) 265.691.151.674 78,85% 

2017 336.974.000.000 65.573.433.426 402.547.433.426 119,5% 

2018 339.974.000.000 (64.232.744.897) 275.741.255.103 81,11% 

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 

 

a. 2014 = 330.000.000.000 - 228.392.967.245 = 101.607.032.755 

b. 2015 = 335.974.000.000 - 201.806.504.023 = 134.167.495.977 

c. 2016 = 336.974.000.000 - 265.691.151.674 = 71.281.848.326 

d. 2017 = 336.974.000.000 - 402.547.433.426 = 65.573.433.426 

e. 2018 = 339.974.000.000 - 275.741.255.103 = 64.232.744.897 

Berdasarkan tabel IV.2 mengenai target dan realisasi penerimaan 

Pajak BPHTB  pada tahun anggaran 2014 dapat dilihat bahwa target pajak 
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BPHTB sebesar Rp. 330.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 

228.392.967.245 dengan selisih sebesar Rp. 101.607.032.755  sehingga 

pencapaian pajak BPHTB sebesar 69,21% yang artinya pada tahun 2014 ini 

target yang dittentukan belum tercapai. Pada tahun 2015 target Pajak 

BPHTB sebesar Rp.336.974.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 

201.806.504.023 dengan selisih sebesar Rp. 134.167.495.977 sehingga 

pencapaian Pajak BPHTB sebesar 60,07% yang artinya pada tahun ini juga 

target yang ditentukan belum tercapai kembali. Pada tahun 2016 target 

Pajak BPHTB sebesar Rp. 336.974.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 

265.691.151.674 dengan selisih sebesar Rp. 71.282.848.326 sehingga 

pencapaian Pajak BPHTB sebesar 78,85% yang artinya pada tahun ini 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya akan tetapi terget yang 

ditetapkan belum tercapai. Pada tahun 2017 target Pajak BPHTB sebesar 

Rp. 336.974.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 402.547.433.426 dengan 

selisih sebesar Rp. 65.573.4333.426 sehingga pencapaian Pajak BPHTB 

sebesar 119,5% yang artinya pada tahun ini mengalami peningkatan dari 

tahun sebelumnya sehingga mencapai target. Pada tahun 2018 target Pajak 

BPHTB sebesar Rp. 339.974.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 

275.741.255.103 dengan selisih sebesar Rp. 64.232.744.897 sehingga 

pencapaian Pajak BPHTB sebsar 81,11% yang artinya pada tahun ini 

mengalami penurunan kembali yang disebabkan target perencanaan yang 

tinggi dan realisasi yang diperoleh rendah sehingga target yang ditentukan 

tidak tercapai. 
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Berdasarkan data dapat diketahui bahwa jumlah target Pajak BPHTB 

serta realisasi penerimaan Pajak BPHTB ternyata tidak tercapai sehingga 

tidak seperti yang diharpakan, dimana besarnya tunggakan Pajak BPHTB 

yang cukup besar, hal ini dapat menunjukan bahwa pemungutan Pajak 

BPHTB yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kota Medan tidak berjalan dengan baik, dikarenakan masih belum 

tercapainya penerimaan Pajak BPHTB yang telah ditetapkan oleh Badan 

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. 

Yang artinya target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Rendahnya 

realisasi penerimaan Pajak BPHTB dan besarnya selisih antara target dan 

realisasi penerimaan Pajak BPHTB selama lima tahun terakhir ini 

disebabkan karena wajib pajak belum jujur dalam memberitahukan harga 

transaksi yang sebenarnya dan juga banyaknya transasksi di Kota Medan 

yang masih dibawah NJOPTKP sehingga pembayaran BPHTB nihil dan 

lesunya tingkat jual beli property di masayarakat. Selisih antara target dan 

realisasi penerimaan Pajak BPHTB mengindikasikan bahwa potensi Pajak 

BPHTB sangat besar yang belum digali secara optimal. Hal ini 

menyebabkan penerimaan Pajak BPHTB tidak mencapai target yang 

ditetapkan. 

2. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Pajak BPHTB pada 

Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan 

Dengan melakukan perencanaan anggaran Pajak BPHTB di Badan 

Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan waktu 
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penyusunan program kerja yang disusun berdasarkan asumsi perencanaan. 

Dengan membandingkan anggaran dengan realisai dari tahun sebelumnya 

kemudian melakukan evaluasi target pada tahun berikutnya. Apabila terjadi 

penyimpangan penyimpangan haruslah diselidiki penyebab terjadinya 

penyimpangan tersebut dan segara dilakukan tindakan koreksi atas 

penyimpangan tersebut. 

Komponen utama perencanaan adalah anggaran, yang merupakan 

rencana keuangan untuk masa yang akan datang rancana tersebut 

mengidentifikasi tujuan atau tindakan yang perlu diperlukan untuk 

mencapainya. Anggaran yang angkanya terlalu tinggi dibandingkan realisasi 

anggrannya merupakan pertanda awal bahwa aktivitas perencanaan tidak 

berjalan dengan sebagaimana mestinya direncanakan. Apabila anggaran 

pada setiap tahunnya menjadi terlalu besar, maka seluruh semua rencana 

anggaran perlu dipebaiki. Anggaran merupakan kompas utama bagi 

perusahaan yang menjadi arah dan pedoman kerja bagi perusahaan untuk 

mencapai tujuan. 

Perencanaan anggaran pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kota Medan belum berfungsi sebagai alat perencanaan karena dari 

segi perencanaan angka yang tersaji pada laporan anggaran dari tahun 2014-

2015 belum berfungsi sebagai multiplier yang akurat, oleh karena itu 

anggaran tidak dapat disesuaikan dengan tingkat kegiatan yang sebenanya. 

Rata-rata anggaran dan realisasi pendapatan dari tahun 2014-2018 terjadi 

selisih yang cukup besar. Dengan adanya perencanaan yang disusun 

berdasarkan data, informasi, serta pengalaman yang lengkap. Kesesuaian 
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antara aktivitas yang dilakukan dengan perencanaan yang dibuat belum 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pada Badan Pengelolaan Pajak 

dan Retribusi Daerah Kota Medan. 

Perencanaan anggaran dapat ditingkatkan jika realisasi dan terget 

meningkat secara terus menurus setiap tahunnya, perencanaan anggaran 

ditentukan oleh DPR dan didiskusikan secara bersama dengan Badan 

Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. 

3. Fungsi Anggran Sebagai Alat Pengawasan BPHTB Pada Badan 

Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan 

Dalam melakukan penerimaan pengawasan Pajak BPHTB di Badan 

Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daeeah Kota Medan dengan melakukan 

membandingkan antara anggaran dengan realisasi penerimaan Pajak 

BPHTB tersebut. Selisih antara anggaran dengan realisasi dianalisa lebih 

lanjut. Anggaran diperlukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kota Medan sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan 

(realisasi) dari rencana tersebut dimasa yang akan datang. Untuk 

menghasailkan anggaran yang didapat berfungsi sebagai alat perencanaan 

sekaligus alat pengendalian, kemudian melakukan evaluasi penyimpangan 

yang terjadi. Setelah membandingakan antara anggaran dengan realisasi 

sebaiknya juga melakukan tindakan perbaikan apabila terdapat 

penyimpanagan yang merugikan bagi Badan Pengelolaan Pajak Dan 

Retribusi Daerah Kota Medan. Namun, Badan Pengelolaan Pajak Dan 

Retribusi Daerah Kota Medan belum melakukan hal tersebut dapat 
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dibuktikan setelah membandingkan anggaran dengan realisasi BPHTB yang 

mana dari tahun 2014-2018 selalu terdapat penyimpangan yang merugikan 

karena tidak tercapainya realisasi penerimaan BPHTB. 

Anggran diperlukan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah 

Kota Medan  sebagai alat pengawasan anggran yang dimaksud untuk 

menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang kurang 

menguntungkan bagi pemerintah yang berakibat pada kurang dapat 

direalisasikan anggaran yang telah dibuat dan direncanakan, maka dalam 

penyusunan anggaran pendapatan pemerintah harus memperhatikan 

berbagai faktor yang mempengaruhinya. 

Dengan demikian kegunaan anggaran sebagai alat pengawasan yang 

bener diantaranya adalah : 

1. Untuk menetapkan sasaran yang ditetapkan dalam penyusunan 

anggaran harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh 

instansi Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota 

Medan. 

2. Dapat mengukur terjadinya selisih yang merugikan (penyimpangan). 

3. Anggaran harus dapat disesuaikan dengan perusahaan yang dapat 

terjadi. 

4. Dapat menjadi pedoman dalam hal mencapai sasaran. 

Dalam pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa belum 

berfungsinya anggaran sebagai alat pengawasan karena tidak tercapainya 

realisasi penerimaan Pajak BPHTB serta penyimpangan yang terus terjadi 
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dari tahun 2014-2018. Setelah terdapat penyimpangan pihak Badan 

Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan belum melakukan 

tindakan perbaikan anggaran dengan penerimaan tidak tercapai. 

Faktor- faktor yang menyebabkan belum tercapainya target Pajak 

BPHTB : 

1. Ketidakjujuran wajib pajak dalam memberitahukan harga transaksi 

yang sebenarnya. 

2. Banyaknya transaksi di Kota Medan yang masih dibawah NJOPTKP 

seingga pembayaran BPHTB nihil. 

3. Lesunya tingkat jual beli propert di masyarakat sehingga realisasi 

tidak sesuai dengan target. 

4. Masih ada wajib pajak yang melaksanakan pembayaran tidak sesuai 

dengan nilai yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah 

(SKPD). 

5. Masih ada wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan 

pajak (SPTPD) tidak tepat waktu. 

6. Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak 

sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak. 

Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah Dalam Meningkatkan penerimaan BPHTB : 

1. Melakukan pendataan ulang terhadap potensi atau omzet wajib 

pajak. 
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2. Menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak atau 

terlambat menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah 

(SPTPD). 

3. Melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak yang 

bersangkutan. 

4. Melakukan verifikasi atau pemeriksaan kepada wajib pajak. 

5. Melaksanakan pendataan dan pendaftaraan bagi wajib pajak yang 

baru. 

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa belum berfungsi 

dengan baiknya anggaran sebagai alat pengawasan karena tidak 

tercapainya realisasi penerimaan pajak BPHTB serta terdapat silisih yang 

cukup besar antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan 

penyimpangan yang terus menerus yang terjadi dari tahun 2014-2018 akan 

tetapi di tahun 2017 pengawasan sudah berjalan dengan baik sehingga 

tercapainya realisasi, dan tidak terkontrol kembali di tahun 2018 yang 

artinya terdapat penyimpangan dalam hal ini, sehingga Badan pengelolaan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum melakukan tindakan 

perbaikan anggaran terbukti dengan penerimaan yang tidak tercapai. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Pajak Bea Peolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial bagi pajak 

daerah sehingga dalam pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar 

penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah 

tersebut terdapat target dan realisasi penerimaan Pajak Bera Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan. 

Berdasarkan analisa penelitian yang penulis uraikan pada bab 

sebelumnya, maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai 

mengenai Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan 

Retribusi Daerah Kota Medan dan selanjutnya akan memberikan saran yang 

berhubungan dengan uraian urain yang telah penulis kemukakan sebagai 

berikut : 

1. Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) mengalami penurunan sehingga realisasi penerimaan tidak 

pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan 

Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan disebabkan oleh kurangnya 

kesadaran dari pengusaha property dalam hal pelaporan transaksi jual 

beli tanah dan bangunan. 
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2. Perencanaan anggaran masih belum berjalan dengan baik yang 

disebabkan tidak tercapainya target dan realisasi dari tahun 2014-2018. 

Hal ini juga didukung kurang memperbanyak menjual property. 

3. Fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pajak Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kota Medan belum berfungsi dengan baik karena 

dapat dilihat dari tingkat penerimaan pajak BPHTB dari tahun ke tahun 

tidak mencapai target yang telah ditetapkan. 

 

B. Saran 

Demi kelancaraan opereasional perusahaan yang akan mendatang, 

adapun saran-saran yang penulis akan sampaikan utnuk Badan Pengelolaan 

Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagi berikut : 

1. Dalam penyesuaian anggaran perlu perkiraan hal-hal atau kejadian yang 

akan datang dalam jangka waktu tertentu anggaran perlu direvisi 

kembali atau disesuaikan dengan target yang wajar, agar kecil 

kemungkinan penyimpangan atau selisih antara anggaran dan realisasi 

yang terjadi di perusahaan.  

2. Dalam melakukan perencanaan target BPHTB hendaknya pemerintah 

lebih bijak dalam melihat situasi ekonomi yang sedang berjalan pada 

saat ini. Mengevaluasi informasi setiap tahunnya agar pemerintah dapat 

mempertimbangkan perencanaan pada target penerimaan BPHTB pada 

masa yang akan datang. 
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3. Agar anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengawsaan dengan baik. 

Khususnya pada Pajak BPHTB, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kota Medan sebaiknya meningkatkan pengawasan yang 

optimal, dengan semakin baiknya pengawasan akan meningkatkan 

penerimaan Pajak BPHTB dan dapat menindak lanjutkan 

penyimpangan yang telah terjadi agar proses pengawasan perusahan 

secara keseluruhan lebih baik lagi. 
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GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah Umum Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daera Kota 

Medan 

Pada mulanya Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 

bernama Dinas Pendapatan Kota Medan dan hanyalah satu unit kerja yang kecil 

yaitu Sub-Bagian Penerimaan pada bagian Keuangan yang tugas pokoknya 

mengelola Bidang penerimaan/pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu 

potensi pajak maupun retribusi daerah Kota Medan belum begitu banyak seperti 

sekarang maka didalam Sub-Bagian Penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan. 

Sehubung dengan instruksi Mentri Dalam Negeri KPUD No. 7/12/41-10 

tentang penyeragaman struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi 

Daerah Kota Medan diseluruh Indonesia, maka Pemerintah Daera Kota Medan 

berdasarkan PERDA No. 12 Tahun 1978 menyesuaikan atau membentuk struktur 

organisasi Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan yang 

baru.  

Di dalam struktur organisasi yang baru ini dibentuklah seksi-seksi 

administrasi Badan Pengelolan PajakDan Retribusi Daerah Kota Medan serta 

bagian tata usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub-Bagian yang merupakan 

Sub sektor Perpajakan, retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya yang 

merupakan kontribusi yang cukup penting bagi pemerintahan daerah dalam 

mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan 

pendapatan daerah. Bagian tata usaha terdari dari 3 Kepala Sub-Bagian. 
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Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui Sub Sektor Perpajakan, 

Retribusi Dearah, Pendapatan Daerah lainnya serta peningkatan pemungutan 

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) yang merupakan 

kontribusi yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah. 

Seiring dengan meningktanya pertumbuhan dan pendapatan daearah 

hendaknya tidak harus dengan cara bijaksana menaikan tarif saja, tetapi yang 

lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, sistem 

dan prosedur serta organisasi dari BPPRD Kota Medan yang sekarang. Namun 

pada kondisi saat ini, dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan 

penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). Seiring dengan 

tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola pendekatan 

yang selama ini dilakukan secara sektoral perlu diubah secara fungsional dan 

disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang paling akhir dibidang perpajakan. 

Maka penyempurnaan telah dilaksanakan secara bersungguh-sungguh sehingga 

berhasil disusun Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). 

Adapun penyempurnaan yang dimaksud dituangkan dalam : 

a) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.973/442 Tahun 1988 pada 

tanggal 26 Mei 1988, tentang sistem prosedur perpajakan, retribusi 

daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan. 

b) Intruksi Menteri Dalam Negri No.10 tanggal 26 Mei 1988, tentang 

pelaksaan keputusan Mentri Dalam Negeri No.973/442 Tahun 1988. 
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c) Surat Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 1989 tanggal 26 Mei 1988, 

tentang organisasi dan tata cara kerja Badan Pengelolaan Pajak Dan 

Retribusi Daerah Kota Medan. 

Pendapatan Daerah Kota Medan atau Manual Pendapatan Daearah 

(MAPATDA) yang telah dilaksanakan bertahap dan penyempurnaannya sebagai 

tahap awal untuk Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan 

secara efektif. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 

No.061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988, instruksi Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Sumatera Utara No.188.342/790/SK/1991, tentang pelaksanaan PERDA 

No.16 Tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. 

B. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kota Medan 

Berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2009 khusus 

untuk Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan telah 

ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan beserta 

Struktur Organisasi melalui Surat Keputusan Walikota No.01 Tahun 2010 

Tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota 

Medan.  

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dapat 

dilihat dibawah ini : 

1. Kepala Badan 

2. Sekretariat, terdiri dari : 
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a) Sub Bagian Umum 

b) Sub Bagian Keuangan 

c) Sub Bagian Penyusunan Program 

3. Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi 

Bangunan terdiri dari : 

a) Sub Bidang Teknis BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan  

b) Sub Bidang Keberatan dan Sengketa 

c) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan 

4. Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan terdiri dari : 

a) Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran dan Hiburan 

b) Sub Bidang Keberatan dan Sengketa 

c) Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan 

5. Bidang Parkir, reklame, Penerang Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet 

dan Retribusi terdiri dari : 

a) Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerang jalan, Air Tanah, Sarang 

Burung Walet, dan Retribusi 

b) Sub Bidang Keberatan dan Sengketa 

c) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan 

6. Bidang Pengembangan dan Peengendalian Pajak dan Retribusi Daerah 

terdiri dari : 

a) Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pajak Daerah 

b) Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Retribusi 

Daerah 

c) Sub Bidang Hukum dan Publikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah   
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7. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

C. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota 

Medan 

Visi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daeah Kota Medan yaitu 

“Terwujudnya Pendapatan Daerah sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan 

Daerah “. 

Sedangkan Misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota 

Medan adalah : 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelolaan 

pendapatan daerah. 

2. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas. 

3. Inttenfikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan daerah. 

4. Meningkatkan penegakan hukum. 
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